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Me11hHuang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan kepada 
masyarakat dan kemandirian daerah telah ditetapkan objek 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah 
sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
b. bahwa kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip 
demokrasi, pemera,taan dan keadilan, peran serta 
masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan 

potensi daerah; 
d 

kan ketentuan ayat (2) Pasal 23 Peraturan 
c. bahwa ber asar 

t 
Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 ten tang 

Daerah Kabupa en . . 
8 

gunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati 
Pajak Burm dan an . k a tau menghapuskan sarik si 
da at mengurang an . . P b ga de.nda dan kena1kan PaJ ak yang 
administratif berupa un , , eraturan perundang-undangan 

menurut P . terutang 
1 

hal sanksi lcrsebut dikenakan 

P
erpa;akan daerah da am k k 

:J • ib Pajak a tau bu an arena 
karena kekhilafan Waji 

kesalahannya; . bangan huruf a, b dan huruf c 
kan pert1rn 

d. bahwa berdasar b nan peraturan Bupati Nomor 28 
n peru a perlu menetapka . k Pelaksanaan Pajak Bumi dan 

petunJU 
Tahun 2012 tentang . 

O 
perkotaan, 

Bangunan perdesaa 

BUPATIGROBOGAN ' 

TENTANG 

pgRUBAHAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 28 TAHUN 2012 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

BUPATI GROBOGAN 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR 3 \ TAHUN 2013 

23 I ___ J 
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12. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

· t han Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Pemenn a 
Kabupaten/ Kota; 

M nteri Oalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
11. Peraturan e 

tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah, 
. 1 h diubah beberapa kali terakhir dengan 

sebaga1mana tea · Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
Peraturan Menten . 

K 
dua atas Peraturan Menten Dalarn 

perubahan e tentang h 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Negeri Nomor 13 Ta un 

n oaerah; Keuanga b aten Grobogan Nomor 8 Tahun 
oaerah Ka up 

Peraturan Kedudukan dan Tugas Pokok 
g susunan 

2008 tentan h Kabupaten Grobogan; 
. D. nas oaera 

Organisas1 i 

Daerah dan Retribusi Daerah; 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

Pasal 18 A yat (6) Undan 
Indonesia T h g-Undang Dasar Negara Republik 

a un 1945· 
Undang-Undang , 

Nomor 13 T Pembentukan ahun 1950 tentang 
L' k Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn 

mg ungan Provinsi J awa Tengah: 
Undang-Undan N ' g ornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara· 

Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerin tahan D h · 1 · aera sebagairnana telah beberapa ka 1 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1:2 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

1. ~engingat : 
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b (3) 

PD atau membatalk n PPT PBB 
Mengurangkan 
PBB, STPD pBB,SKPDLB PBB, an tid k b r. 

sanksi administratif b rup eb 
Oenda ataU 

. d pada ayat ( l) berup b ng 
dimaksU 

) tiap bulan. (dua persen se 

(2) 

Bupati atas permohonan Wajib Pajak dan/ atau a a 

nama jabatan dapat mengurangkan atau menghapu 

k 
· administratif PBB berupa b rnga, d erida, san si 

ik yang dikenakan karena kekhilaf n 
kena1 an 

. k t u bukan karena kesalahan aj i P · 
Paja a a 

dan/atau 

{ 1) 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan 

Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan, diubah dan disisipkan pasal baru sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 41 ayat ( 1) diubah, sehingga Pasal 41 

berbunyi se bagai beriku t : 
Pasal 41 

PERATURA BUPATI TE TAG PERUBAHA PERA U 
BUPATI GROBOGA OMOR 28 TAHU 2012 
PETU JUK PELAKSA AAN PAJAK BUMI DA 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

E U USKA : 

Peraturan Bupati O b ro ogan Nomor 28 ahun 20 2 en ang 
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Ba gu an 
Perdesaan dan Perko aan: 

14. 

13. Peraturan Daer h 
a Kabupa en Grobogan T h 

2012 ten tang Pajak 8 . omor 1 a u 
P 

urni dan Bangunan P rdesaan dan 
erkotaan· 

' 

e etapkan 
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Pasal 51a 

(l) Dengan fakta obyektif Bupati. dapat m n p 
dan/ataU mengurangkan sanksi PBB 

d
enda dengan tidak m lal i m k ni me 

berupa . a diatur pad a pasal 4 2 pasal 43 pasal 44 
sebaga1man 

5 
sal 46, pasal 4 7, pasal pa al 49, p 

pasal 4 , pa 

50 dan pasal 51 . 
dan/ atau pengh pusan seba.gaimana 

(2) pengurangan 
d 

da ayat ( 1) ditetapkan d ngan Keputusan 
dirnaksU pa 

3. 
antara Pasal 51 dan pasal 52 disisipkan Pasal 5 la yang 

be.. nyi sebagai berikut : 

dipertanggungjawabkan seperti keterlambatan 

penyampaian SPPT dari fiskus ke Wajib Pajak; 

alas an e. terdapat dapat yang lain 

ajib Pajak 
(2) Pengurangan dan/ atau penghapusan sebaga·mana 

dimaksud ayat ( 1) dapat dilakukan bilamana : 

a. terjadi bencana 
b. pemberian stimulus kepada wajib pajak 

c. usaha pengentasan kemiskinan; 
d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; 

Ata 
Pa al 4 a 

a a jaba an Bupa 1 dapa. engurangka 

dan/ atau menghap s san si ad i i ra if PBB berupa 

denda secara massal atas keterlamba an pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan yang disebabka 

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan kare a kesalahan 

(4) Hal-hal ert nu sebaga· 
( 

1) d 
1 

. . irnan dirnaksud pada aya 
a a ah ajib P . . aJ k or ng pribadi ang mengalami 

ke uh an k eua gan a au WaJ·1·b Paiak Sadan ang 
mengalami kesuli an lik idi . 1 itas. 

2. D ian tar a Pasal 4 1 dan pasal 42 di i ipkan pasal 41 a a g 
berbun i sebagai bcriku : 
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~\ TAHUN 2013 NOMOR ...... 
BE TA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

Diund 1 Purwodadi 
b ( L· 2013 

Ditetapkan di Grobogan 

pad tanggal ~--- I ~ - 2013 

, 080~,)( . 

./ 

Peraturan Bup ti tru mul · b rlaku p da anggaJ 
diundangkan. 

Agar setiap or ng m getahuinya, memerintahkan 

pengund gan P raturan Bupati ini d n an p nernpa annya 
dalam Berita Daerah Kabupa en Grobogan. 

Pa 1 II 


